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Abstract: The purpose of the study was to analyze the decent work protection of female
domestic assistant workers. This research was conducted with a qualitative phenomenological
approach, analyzed by the inductive method. Data collection was carried out by in-depth
interviews with female household assistant actors and their employers in the village of Socah,
Bangkalan-Madura. The findings show that there is work hour discrimination that is hours of
work not in accordance with the initial agreement, there is workload discrimination that is
doing a lot of work beyond the value limit of women, and findings on work protection without
insurance. In the end it can be concluded, decent work is said to be socially feasible, because
it is presented in work ethics. And discrimination against this work occurs a lot in social
relations in the work of this female household assistant
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PENDAHULUAN
Konsep pekerjaan
formal telah diakui oleh Organisasi
Internasional ~ Buruh  (ILO)  yaitu
melibatkan menciptakan dan
mempertahankan peluang untuk pria dan
wanita dalam mendapatkan pekerjaan
produktif ~ yang  didasarkan  pada
kebebasan, keseteraan dan keamanan
martabat manusia diterjemahkan dalam
pengukuran pekerjaan layak (ILO, 2013)
tersebut memuat: (1). Peluang kerja, (2).
Penghasilan yang memadai dan pekerjaan
yang produktif, (3). Waktu kerja yang
layak, (4). Menggabungkan pekerjaan,
keluarga dan kehidupan pribadi, (5).
Pekerjaan yang harus dihapuskan, (6).
Stabilitas dan keamanan Kkerja, (7).
Kesempatan dan perlakuan yang sama
dalam pekerjaan, (8). Lingkungan kerja
yang aman, (9). Jaminan sosial, (10).
Dialog sosial, pengusaha, dan pekerja. Ke
sepuluh indikator ini memuat konsep
kualitas ketenagakerjaan standar ILO
yaitu pada standar perburuhan
internasional pada prinsip dan hak
fundamental pada pekerjaan, standarisasi
pada  penciptaan  lapangan  kerja,

layak secara

perlindungan sosial dan dialog sosial. Visi
ini tentang konsep pekerjaan layak sebagai
pengembangan strategis bidang sosial dan
tenaga  kerja dan  jalan  menuju
penghapusan/meningkatkan layanan pada
pekerjaan layak (Kolot & Herasymenko,
2017 ;Pereira, SA et al, 2019). Layak kerja
juga dikontruksi sebagai identifikasi atas
perolehan  hak-hak  dan  hubungan
kepentingan antara pemberi kerja dan
pelaku (Gibb & Ishag, 2020).

Pekerjaan layak juga menjadi hak
pelaku Kkerja sektor informal. Beragam
persoalan muncul terkait pekerjaan layak
pada pekerjaan informal yang dikarenakan
tatanan kelembagaan dalam hubungan
ketenagakerjaan yang lemah (Abraham et
al., 2017; Williams, C.C. and Horodnic,
2019).

Dimensi budaya juga mempengaruhi
perlakuan majikan dan lingkungan pada
pekerja informal (Junaid et al., 2019).
Sementara itu pilihan profesi pada
pekerjaan informal memiliki hubungan
negatif dengan keseimbangan pemenuhan
kebutuhan hidup (Gertsson et al., 2017).
Tetapi masih banyak perempuan yang mau
bekerja dalam sektor informal, meskipun
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sikap sosial budaya masyarakat masih
mempengaruhi dalam hubungan kerja dan
pembentukan kelayakan kerja (Roomi et
al, 2018). Pekerja perempuan banyak yang
menjadi subyek atas isu kelayakan kerja
ini, karena perempuan yang bekerja pada
sektor informal memiliki fleksibiltas jam
kerja, dan memiliki prinsip membantu
suami (Belwal et al., 2019; Argawala,
2019). Kepatuhan pada aturan
kelembagaan informal pada pekerjaan
berkontribusi pada ketidaksempurnaan
pekerjaan layak, pekerja perempuan
sangat patuh pada majikan, dan mereka
tidak memiliki kuasa untuk mengatakan
tidak (Trentini, 2016). Beberapa persoalan
ini memunculkan indikasi adanya upaya
eksploitasi dan tidak ada perlindungan
kerja, karena resiko dalam hubungan
ketenagakerjaan akan ditemui banyak
eksploitasi dan rendahnya perlindungan
kerja (Banerjee & Goswami, 2019).
Seringkali pekerja pada sektor
informal mempersepsikan pekerjaan layak
pekerja asisten rumah tangga yang mereka
alami sangat rendah, harapan dan mereka
menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan
sendiri  (Fouskas,2017; Pfau-Effinger,
2017). Persepsi ini membentuk keyakinan
tidak adanya kepedulian majikan. Asisten
rumah tangga perempuan ketika bekerja
tidak dibayar, upah yang diberikan hanya
berdasarkan sukarela (Mahapatro, 2019),
Diskriminasi upah juga terjadi pada
pekerja laki-laki dan perempuan (Franca,
et al, 2020; Ordine, 2019; Bishnoi, 2020).
Distribusi upah yang tidak sama, tidak
membawa dampak pada berkurangnya
minat perempuan ini untuk tetap bekerja
sebagai asisten rumah tangga. Tidak ada
kepastian kerja, diantaranya jam Kkerja,
perlakuan adil, dan keseimbangan
hubungan kerja antara pekerja dan
majikan (Hussain & Endut, 2018).
Tekanan internal dan eksternal dalam
lingkungan pekerja juga memunculkan
sebuah ketidakadilan (Khan et al., 2019).
Hal ini sebagai respon atas reaksi
hubungan seimbang dalam hal kekuasaan
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bertindak dan pengambilan keputusan
terkait pekerjaan. Sehingga membuka
peluang terjadinya diskriminasi beban kerja
juga, yakni pemberian beban kerja yang
tidak sesuai perannya (Agarwala, R. And
Chun, J, 2018), tetapi juga ini masih
ditemui disekitar isu identitas sosial, seperti
jenis kelamin, ras, usia dan status sosial
(Balasubramanian & Sarkar, 2020).
Dimensi pekerjaan layak pada
penelitian ini didasarkan pada diskriminasi
yang terjadi pada lingkup pekerjaan asisten
rumah tangga perempuan, yang selama ini
diteliti dari aspek persoalan
ketenagakerjaan saja. Namun, dalam
penelitian ini dimensi pekerjaan layak
dilihat dari aspek perlindungan sosial
asisten rumah tangga. dilakukan di desa
Socah, Bangkalan-Madura. = Mayoritas
perempuan di sana bekerja sebagai asisten
rumah tangga. Peneliti sangat dekat dengan
subjek penelitian, sehingga aktivitas atau
keseharian pekerjaan yang dilakukan oleh
pekerja asisten rumah tangga dirumah
majikan banyak diketahui oleh peneliti.
Semangat mencari nafkah pada perempuan
pedesaan yang bekerja sebagai asisten
rumah tangga ini perlu diapreasiasi dengan
memberikan kesempatan kerja yang sama,
dan juga memberikan keadilan (Abraham et
al., 2017). Penelitian ini akan banyak
melakukan penyelidikan bagaimana
hubungan ketenagakerjaan dalam konsep
perlindungan kerja dan layak kerja pada
asisten rumah tangga perempuan? Hal ini
memuat persoalan diskriminasi jam Kerja,
beban kerja dan perlindungan kerja. Dengan
demikian penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis perlindungan kerja layak pada
asisten rumah tangga perempuan. Implikasi
teoritis pada penelitian ini  sebagali
pengembangan konsep hubungan
ketenagakerjaan pekerjaan layak. Secara
praktis, penelitian ini mengusulkan atau
memberikan masukan agar pembuat
kebijakan dapat membuat kebijakan pada
perlindungan kerja asisten rumah tangga.
Penelitian ini juga memberikan pemahaman
pengetahuan terkait pekerjaan layak



sehingga ada perubahan positif terkait
persepsi dan mendorong perbaikan
perlindungan kerja pada asisten rumah
tangga.

TINJAUAN PUSTAKA

Pekerjaan layak dalam pekerjaan
informal  merupakan inisiatif  yang
diprakarsai oleh Organisasi Perburuhan
Internasional pada  tahun 1999.
Inisiatifnya adalah untuk mempromosikan
pekerjaan yang layak dan produktif untuk
semua orang termasuk perempuan dan
anak muda. Pekerjaan Layak melibatkan
menciptakan ~ dan mempertahankan

peluang untuk pria dan  wanita
mendapatkan pekerjaan  produktif di
bawah kondisi kebebasan, kesetaraan,

keamanan dan martabat manusia (ILO,
2013). Gagasan ILO 'Pekerjaan Layak'
adalah upaya sistematis untuk membuat
konsep 'kualitas ketenagakerjaan
(Burchell, B.et al, 2014). Pada arsitektur
agenda 'Pekerjaan Layak' berisi empat
pilar strategis: (1) standar perburuhan
internasional serta prinsip dan hak
fundamental di tempat Kkerja; (2)
penciptaan lapangan kerja; (3)
perlindungan sosial; dan (4) dialog sosial
dan tripartisme. Terdapat sepuluh elemen
substantif mendukung Kerangka Kerja
ILO tentang Pengukuran Pekerjaan yang
Layak : (1) Peluang kerja, (2) Penghasilan
yang memadai dan pekerjaan produktif,
(3) Waktu kerja yang layak, (4)
Menggabungkan pekerjaan, keluarga, dan
kehidupan pribadi, (5) Pekerjaan yang
harus dihapuskan, (6) Stabilitas dan
keamanan Kkerja, (7) Kesempatan dan
perlakuan yang sama dalam pekerjaan, (8)
Lingkungan kerja yang aman, (9) Jaminan
sosial, dan (10) Dialog sosial, perwakilan
pengusaha dan pekerja (ILO, 2013).
Biasanya dari sepuluh elemen substantif
ILO ini lebih sering ditemukan pada
pekerjaan sektor informal.

Sektor informal merupakan sektor
ekonomi yang terdiri dari unit usaha
berskala kecil yang memproduksi serta
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mendistribusikan barang-barang dan jasa
dengan  tujuan  pokok  menciptakan
kesempatan kerja dan pendapatan bagi
dirinya yang dibatasi oleh faktor kapital,
baik fisik maupun keterampilan. Sektor
informal diartikan sebagai usaha yang
dijalanakan dengan aturan-aturan pribadi,
keterampilan sederhana, berproduksi dan
melakukan kontrak sendiri terhadap usaha
yang dibangun. Dalam aplikasinya, sektor
informal adalah bidang usaha yang paling
banyak dilakukan oleh masyarakat, karena
mudah untuk dilakukan, mudah dimasuki
dan tanpa memerlukan modal besar
menggunakan teknologi sederhana
beroperasi dalam skala kecil, padat karya,
selain itu tidak terikat oleh aturan-aturan
pemerintahan dan berbagai aturan lainnya.

Selanjutnya, jika dikaitkan dengan
pekerjaan layak, maka pekerja informal
seyogyanya mendapatkan hak-haknya.
Yaitu terutama berkaitan dengan upah/gaji.
Jaminan hukum atas upah yang layak
tercantum dalam UUD 1945 pasal 28D dan
pasal 27 ayat 2 menegaskan bahwa setiap
orang berhak mendapatkan upah dan
penghidupan bagi kemanusiaan. Juga UU
No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,
dimana dalam pasal 88 menyebutkan bahwa
setiap  buruh  berhak  memperoleh
penghasilan yang layak bagi kemanusiaan
dan untuk mewujudkannya pemerintah
menetapkan kebijakan pengupahan yang
melindungi buruh, diantaranya yaitu upah
minimum berdasarkan kebutuhan hidup
layak (KHL), upah lembur, struktur dan
skala upah yang proporsional, dan upah
untuk pembayaran pesangon. Lalu, pada
akhirnya pemberian hal yang sama atas
dasar jam kerja, pemberian kerja, dan beban
kerja yang sama (ILO, 2013).

METODE PENELITIAN

Fokus penelitian dilakukan pada
persoalan perlindungan kerja layak pada
pekerjaan asisten rumah tangga perempuan.
Jenis data yang digunakan adalah data
primer dengan informan sebagai sumber
data primer. Penelitian ini dilakukan
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dengan pendekatan kualitatif
fenomenologi, dianalisis dengan metode
induktif. Pengumpulan data dilakukan
dengan diawali observasi kemudian
dilakukan wawancara mendalam dengan
pelaku asisten rumah tangga perempuan
dan majikan mereka yang berada di Desa
Socah, Bangkalan-Madura. Uji keabsahan
data dilakukan melalui uji triangulasi
sumber. Kemudian uji kredibilitas melalui
eksplorasi  hasil didiskusikan dengan
beberapa teori/konsep, yakni kelayakan
kerja dalam lingkup ketenagakerjaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesepakatan kerja adalah perjanjian
yang dibuat oleh kedua belah pihak antara
pengusaha dan pekerja untuk disepakati
bersama, begitu pula pada kesepakatan
antara majikan dan asisten rumah
tangganya. Berikut ini adalah keterangan
dari  informan  majikan  mengenai
kesepakatan awal kerja :“Kesepakatan
awal antara pekerja asisten rumah tangga
dan saya sebagai majikan, disepakati
bahwa asisten rumah tangga bekerja
dimulai pada jam tujuh pagi sampai
dengan jam tiga sore, hari kerja dimulai
pada hari senin sampai dengan hari sabtu
mas, sedangkan untuk beban kerja yang
harus dikerjakan oleh asisten rumah
tangga yakni memasak, mencuci, menyapu
dan membereskan seluruh pekerjaan
didalam rumah kami .

Asisten rumah tangga sebagai
pekerja dirumah majikan, suka atau tidak
suka harus mengikuti apa yang
diperintahkan oleh majikan. Jika majikan
menyuruh untuk datang lebih pagi maka
pekerja asisten rumah tangga juga
menyesuaikan. Sebagai bagian dari
tanggung jawab bekerja pada sektor
informal, dimana sektor informal ini tidak
ada aturan resmi mengenai jam kerja dan
hal semacam ini bisa dikatakan sebagai
diskriminasi. Diskriminasi kerja adalah
pembedaan perlakuan atau perlakuan yang
tidak adil mengenai jam kerja. Aturan atau
kesepakatan mengenai jam kerja yang
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telah disepakati sebelumnya terpaksa
dilanggar atau dikesampingkan karena
sesuatu hal. Setiap perbedaan atas
kesempatan yang sama dalam pekerjaan
dan jam kerja akan berakibat pada
kesempatan yang tidak sama. Perlakuan
ketidaksamaan antara jam Kkerja yang
disepakati dulu akan juga berakibat pada
pengurangan kesempatan mendapatkan
perlakuan yang adil. Hal ini yang dirasakan
oleh informan: “Sebenarnya dulu disepakati
saya mulai kerja jam 7 pagi, tetapi
kadang-kadang Ibu (majikan) meminta
saya datang lebih pagi. Mau gimana lagi,
saya yang butuh, meskipun saya merasa
tidak adil, karena sering sekali begitu,”

Istilah diskriminasi biasanya
digunakan untuk melukiskan dari pihak
mayoritas yang dominan dalam
hubungannya dengan minoritas yang lemah.
Berikut ini keterangan mengenai jam kerja
oleh informan majikan :“Jam kerja pada
asisten rumah tangga kami biasanya mulai
bekerja pada jam 7 pagi hingga nanti jam 3
sore. Tetapi jika kami memiliki kepentingan
atau pada saat kami diharuskan berangkat
ke kantor lebih pagi, terpaksa kami panggil
asisten rumah tangga untuk bekerja lebih
pagi dari biasanya, dan itu tidak terjadi
setiap hari mas.”

Berdasarkan keterangan informan
majikan tersebut, menunjukkan bahwa
diskriminasi jam kerja, atau ketidaksesuaian
dari kesepakatan awal mengenai jam kerja
bagi pekerja asisten rumah tangga
perempuan tidak terjadi setiap hari, akan
tetapi terjadi ketika pada saat momen atau
waktu tertentu saja. Sedangkan berdasarkan
keterangan pekerja asisten rumah tangga
tentang jam Kkerja, diungkapkan oleh
informan berikut: “Mon tang jam alakoh
ngalak bhuru le, lok padha so
kesepakadhan otaba parjenjien lambe’ ruah
teppak kabit alakoh, sajen kannak kadhang
sajen lagghu mon mangkat alakoh deri
sabellumah . (kalau jam kerja saya sebagai
asisten rumah tangga tidak sesuai
kesepakatan atau perjanjian dulu ketika
awal pertama bekerja. Seiring perjalanan



waktu, saya terkadang bekerja lebih pagi
dari perjanjian sebelumnya).

Berdasarkan keterangan informan
tersebut, menunjukkan bahwa
diskriminasi jam kerja masih ditemukan
dalam pekerjaan asisten rumah tangga.
Jam Kkerja dari minggu ke minggu
menciptakan banyak kesulitan untuk
pekerja dan keluarga mereka (Finningan,
R and Hunter, 2018). Kesepakatan tentang
waktu kerja bagi asisten rumah tangga
hanya sebatas kesepakatan biasa. Hal ini
dapat dimaknai bahwa kesepakatan yang
telah disepakati oleh majikan dan pekerja
asisten rumah tangga perempuan dibuat
pada saat itu, secara lisan dan tidak
tertulis. Aturan mengenai waktu Kerja,
sudah diatur pada Undang — Undang
Nomor 13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan (UUK), dimana sudah
diatur waktu kerja didalamnya, bahwa
pekerjaan yang dilakukan selama 7 jam
kerja/hari atau 40 jam kerja/minggu untuk
5 hari kerja dalam satu minggu. Dan jika
jam kerja pekerja melebihi batas tersebut
sudah  selayaknya seorang pekerja
mendapatakan kompensasi tambahan upah
sebagai pengganti waktu dan tenaga yang
telah dikeluarkan untuk bekerja tambahan.
Pekerja telah mendapatkan peningkatan
fleksibilitas dalam mengatur kerja dalam
ruang dan waktu, itu tanpa batas kerja.
Namun, tidak pada pekerjaan asisten
rumah tangga, karena mengelola batas
antara kerja dan kehidupan pribadi
tampaknya menjadi sangat penting jika
seseorang ingin lepas secara psikologis
kerja selama liburan untuk bersantai dan
tidur yang cukup (Mellner et al., 2016).

Temuan lainnya yaitu pekerja asisten
rumah tangga yang bekerja sesuai
panggilan majikan sebagai
berikut: “Kadheng engkok esoro alakoh
lek magghi bejenah prei, ye demmah pole
engkok ye kodhu mangkat alakoh”.
(terkadang saya disuruh untuk bekerja dik
meskipun waktu libur kerja, ya mau
bagaimana lagi saya harus berangkat
kerja).
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Berdasarkan keterangan informan
diatas, bahwa sebenarnya panggilan kerja
meskipun dihari libur kerja, adalah
berdasarkan kepentingan majikannya. Hal
ini bertentangan pada kondisi sosial di
lingkungan pekerja, ditemukan bahwa
perempuan yang berumur kurang dari 18
tahun tidak boleh dipekerjakan antara pukul
23.00 sampai dengan 07.00. Majikan tidak
dapat mempekerjakan perempuan hamil
yang menurut dokter membahayakan
kesehatan dan keselamatan kandungan dan
dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00
sampai dengan 07.00. Namun dikarenakan
pekerjaan ini dikerjakan secara informal
oleh perempuan desa, maka aturan yang
berlaku juga berdasarkan hanya pada
kesepakatan saja. Hal ini dibenarkan oleh
majikan sebagai berikut: “Kan sudah
disepakati, tidak ada yang komplain, semua
terima saja, berarti saya anggap mereka
setuju’”

Kesepakatan dalam jam Kkerja
memang tidak diatur secara tertulis, semua
tergantung kesukarelaan pekerja saja.
Namun, sudah kewajiban majikan untuk
memberikan jam Kkerja yang tepat dan
memberikan kesempatan untuk istirahat
kepada pekerjanya. Asisten rumah tangga
dengan pekerjaan yang bermacam-macam,
dan tidak ada terkecuali.

Temuan di lapangan menunjukkan
bahwa pekerja asisten rumah tangga pernah
mengalami diskriminasi beban kerja atau
perlakuan yang tidak adil mengenai beban
kerja. Beban kerja yang dimaksud adalah
jumlah jam kerja dan banyaknya pekerjaan
yang dilakukan asisten rumah tangga.
Sebagaimana ungkapan informan sebagai
berikut: “alakoh ngalak bhuru rua berre’,
lessoh, alako eromanah oreng kodhu bisa
ngalakoni apa bhei kalakoan e dhelem
romanana majikan“. (kerja jadi asisten
rumah tangga itu berat, capek, jadi asisten
rumah tangga harus bisa mengerjakan apa
saja pekerjaan rumah tangga dirumah
majikan).

Sedangkan  menurut  keterangan
informan majikan adalah sebagai berikut:
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“Beban kerja pada asisten rumah tangga
dirumah saya sebenarnya sama dengan
asisten rumah tangga yang lain. Tapi,
kalo kami menyelenggarakan hajatan atau
acara dirumah, otomatis beban kerja dan
jam kerja asisten rumah tangga
bertambah”.

Pekerja asisten rumah tangga ini
cenderung melakukan semua pekerjaan
yang ada didalam lingkungan rumah
majikan. sehingga beban kerja pekerja
asisten rumah tangga dirasa berat dan
penuh tanggung jawab. interaksi antara
beban kerja tinggi dan ketidakamanan
pekerjaan meningkatkan resiko
intimidasai di tempat kerja. Kaum wanita
hampir selalu mengalami diskriminasi
dalam hal memperoleh imbalan atau
peningkatan pekerjaan (Todaro. M. P. &
Smith, 2011). Pekerja asisten rumah
tangga ini sebenarnya tidak mempunyai
spesialisasi dalam bekerja, para pekerja
asisten  rumah  tangga  cenderung
melakukan semua pekerjaan yang dirasa
belum beres. perbandingan gender dan
persepsi bias gender terhadap perempuan
memediasi sebagian hubungan antara
gender dan persepsi diskriminasi gender,
sementara perbandingan gender
memediasi sepenuhnya hubungan antara
kekuatan identifikasi gender dan persepsi
diskriminasi gender (Foley et al, 2015).
Temuan lain menunjukkan bahwa asisten
rumah tangga melakukan banyak hal
pekerjaan di rumah majikan, diskriminasi
paling sering mengacu pada gender,
namun kadang juga menyasar pada basis
lain.  Untuk mengukur diskriminasi
gender, seseorang dapat menggunakan
empat indikator, antara lain : (1) tingkat
partisipasi angkatan kerja atau rasio
kesempatan kerja terhadap penduduk usia
kerja perempuan, 2 tingkat
pengangguran, (3) perbedaan pendapatan
dan tunjangan lainnya, serta (4) distribusi
pekerjan terampil, indikator ini akan
menunjukkan kesenjangan antara laki —
laki dan perempuan. Kesenjangan seperti
ini dapat terjadi dengan alasan apapun,
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termasuk diskriminasi, kurangnya latar

belakang pendidikan, rendahnya
keterampilan dan produktivitas.
Diskriminasi gender juga terjadi pada

pekerjaan asisten rumah tangga perempuan
sebagaimana diungkapkan oleh informan
berikut: “Dheddi oreng ngalak bhuru ye
kodhu bisa alakoh apa bein kalakoan se
bedhe eromanah majikan, kalakoan se
kodunah ekalako reng lakek, tape ekalako
kiya so engkok contona arabet kebun, ampo
toman esoro nyuci mobil . (sebagai pekerja
asisten rumah tangga, saya harus bisa
melakukan  semua  pekerjaan  rumah
dirumah  majikan, pekerjaan  yang
seharusnya dilakukan oleh kaum laki — laki
dikerjakan oleh saya kaum perempuan
seperti berkebun, bahkan terkadang pernah
disuruh untuk mencuci mobil majikannya).
Lima bentuk diskriminasi di tempat
kerja  diperhitungkan  dalam  desain
pekerjaan berprasangka dan alokasi kerja;
penggunaan promosi dan penghargaan yang
diskriminatif; perbedaan upah; beban kerja
yang meningkat, dan salah kelola instrumen
SDM (Palumbo, R. And Manna, 2019).
Sekalipun ada aturan formal untuk
mempromosikan kesetaraan dan kesetaraan
dalam pekerjaan, namun dalam faktor usia
dan  gender  terdapat  faktor-faktor
diskriminasi di hampir 60% dari tawaran
pekerjaan  (Guiterrez-Martinez, | and
Olivas-Lujan, 2019). Diskriminasi gender
secara positif dikaitkan dengan tuntutan
pekerjaan perempuan dan terkait negatif
dengan sumber daya pekerjaan mereka.
Begitu juga tekait keikutsertaan dalam
organisasi pekerja, terdapat diskriminasi
keanggotaan perempuan (Dubbelt et al.,
2016).
Kehidupan seseorang baik jasmani
dan rohani tidak terlepas dari risiko yang
mungkin akan suatu saat akan terjadi, baik

risiko datangnya dari unsur
ketidaksengajaan maupun dari  unsur
kecerobohan dari individu itu sendiri.

Manusia tidak ingin menderita kerugian dan
ia selalu berusaha mencegahnya, ataupun
setidak-tidaknya mengalihkan risiko yang



mungkin akan dihadapinya. Jam Kkerja
adalah waktu yang dipersiapkan pekerja
dan sebagainya untuk bekerja, atau waktu
yang ditentukan untuk  melakukan
pekerjaan. jam kerja “normal” umumnya
diartikan hari kerja dengan jam kerja
tersisa untuk rekreasi dan istirahat. Akses
ke asuransi lebih mungkin bagi pekerja
dengan masa kerja lebih dari dua tahun
dan lebih kecil kemungkinannya untuk
pekerja yang bekerja lebih dari delapan
jam per hari (Banerjee & Goswami, 2019).
Begitu juga pada pernyataan informan
sebagai berikut: “4lakoh ngalak buru ye
tadek perlindungannah lek, engkok se
ngalak buru ye lok mentah bede
perlindungannah, Mon sake’ ye apareksa
dibhi’ le’. lok menta ka majikan”. (bekerja
sebagai asisten rumah tangga ya tidak
ada perlindungannya, saya bekerja juga
tidak meminta adanya perlindungan. Jika
sakit saya periksa sendiri tidak minta ke
majikan).

Dari keterangan pekerja asisten
rumah tangga tersebut menunjukkan
bahwa pekerja asisten rumah tangga
belum terlindungi oleh asuransi atau
perlindungan kerja lainnya. Sehingga
mereka harus menanggung biaya sendiri
untuk berobat. Jika pekerja asisten rumah
tangga  sakit,  kesadaran = majikan
menjenguk dan memberikan uang untuk
berobat, serta memberikan waktu untuk
istirahat kepada pekerja asisten rumah
tangga hingga sembuh dan bisa bekerja
kembali. Pihak majikan tidak bisa
menerapkan perlindungan Kkerja kepada
pekerja, karena memang belum ada
peraturan yang yang mengatur tentang
perlindungan kerja bagi pekerja informal.
Jaminan kesehatan juga belum diberikan
kepada pekerja asisten rumah tangga oleh
majikan sebagai bagian dari upah
(Hasbullah Thabrany, 2015). Tetapi pada
kenyataannya banyak majikan yang tidak
mengikutsertakanpekerja rumah
tangganya dalam jaminan sosial yang
diselenggarakan oleh pemerintah melalui
BPJS. Hal itu dikarenakan posisi posisi
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asisten rumah tangga yang lemah dan
sebagai pekerja sektor informal, bekerja
hanya dengan perjanjian lisan Temuan atas
perlindungan kerja juga didasarkan pada
hubungan kerja asisten rumah tangga dan
majikan. Asisten rumah tangga adalah
orang yang bekerja didalam lingkup rumah
majikan, dan majikan adalah orang yang
mempekerjakan asisten rumah tangga untuk
membantu dalam hal pekerjaan rumah. Sifat
hubungan antara asisten rumah tangga dan
majikan zaman feodal adalah hubungan
yang bersifat patron — client. Namun,
sekarang lebih merupakan hubungan yang
berorientasi kerja antara dua orang sejajar
yang saling membutuhkan, dikarenakan
intensitas  bertemu  sehingga  dapat
membentuk pola hubungan kerja yang
berbeda. Sebagaimana disampaikan oleh
informan berikut ini: “Saat pertama Kkali
saya kerja dirumah ini, saya hanya bekerja
untuk mendapatkan gaji saja. Lama -
kelamaan saya bekerja disini saya cukup
sering disuruh untuk membawa makanan
untuk saya bawa pulang kerumah.”’
Begitupun dengan informan lainnya,
yang bercerita mengenai hubungan Kkerja
asisten rumah tangga dan majikan “Saya
mas bekerja disini tidak haya mendapatkan
gaji saja. tapi saya juga dikasih oleh — oleh
kalau majikan saya pulang kampung, saya
juga sering dibawakan makanan, bahkan
ketika mau lebaran keluarga saya juga
dikasih pakaian oleh majikan saya”.
Pernyataan informan ini dapat
memberikan gambaran pola hubungan kerja
yang terjalin antara asisten rumah tangga
dan majikan. Hubungan ini bukan hanya
terjalin sebatas pekerja asisten rumah
tangga dan majikan saja, akan tetapi
hubungan antara keluarga asisten rumah
tangga dan keluarga majikan akan terjalin.
Perkembangan  pola  hubungan ini
menjadikan  kekerabatan tidak hanya
dibentuk oleh perkawinan atau hubungan
keluarga diantara mereka. dan hubungan
yang terjalin baik akan membuat asisten
rumah tangga betah dan akan bertahan
lama. Asisten rumah tangga dapat bertahan

115



Jurnal Itmiah Ekonomi dan Bisnis

Vol. 18. No.2,September 2021:109-118
EISSN : 2442 - 9813
ISSN :1829-9822

lama bekerja di tempat majikan, karena
ada komunikasi yang baik antara asisten
rumah tangga dan pihak pemberi kerja.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari  penelitian  ini  dapat
disimpulkan bahwa masalah perlindungan
kerja layak pada pekerjaan asisten rumah
tangga terdapat temuan yaitu diskriminasi
kepada asisten rumah tangga perempuan
oleh majikan masih terjadi. Diskriminasi
atas jam kerja yang tidak sesuai dengan
kesepakatan atau perjanjian pada saat awal
bekerja, serta pekerja asisten rumah
tangga masih bekerja sesuai panggilan
majikan. Diskriminasi beban kerja yang
dilakukan oleh majikan kepada pekerja
asisten rumah tangga adalah pekerja
asisten rumah tangga melakukan banyak
sekali pekerjaan tanpa adanya spesialisasi,
juga pekerjaan yang seharusnya dilakukan
oleh seorang laki-laki ini dikerjakan oleh
asisten rumah tangga perempuan.
Diskriminasi  perlindungan kerja pada
pekerja asisten rumah tangga dimana
pekerja asisten rumah tangga tidak
dilindungi oleh asuransi. Dari hal tersebut
dapat diberikan saran kepada majikan
bahwa, majikan agar lebih menghargai
pekerjaan asisten rumah tangga, posisi
asisten rumah tangga tidak lagi sekedar
pekerjaan  yang dianggap  rendah,
melainkan memandang pekerjaan yang
sama dengan pekerjaan yang lainnya.
Saran kepada pekerja asisten rumah
tangga perempuan, sebelum menyandang
profesi asisten rumah tangga dibutuhkan
pendidikan atau pelatihan dasar yang
menjadi bekal untuk menjalankan profesi
sebagai asisten rumah tangga.
Keterbatasan penelitian terletak pada
fokus pekerjaan layak, maka bagi
penelitian lanjutan, yakni pengembangan
penelitian dengan subjek pembeda antara
asisten rumah tangga laki-laki dan asisten
rumah tangga perempuan.
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